BAB IV

ANALISIS PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENDALAM

PASAL 7A UUD 1945 AMANDEMEN 111 DI TINJAU DENGAN FRIH SIYASAH

A. Analisis pasal 7a UUD 1945 tentang Pemberhentian Presiden dan Wakil

Presiden di tinjau dari figih siyasah

Indonesia negara hukdrgang memiliki perjalanan sejarah yang panjang
hingga memiliki banyak pengaruh yang signifikanadalperubahan konstitusi di
Indonesia. Sebagai negara, Indonesia menganungmmerintahan presidensial
yang artinya presiden memiliki posisi yang relktifit dan tidak dapat dijatuhkan
karena rendah subjektif seperti rendahnya dukumgditik. Namun masih ada
mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presidefakukan pelanggaran
konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, daibaerhasalah kriminal, posisi
presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikanekar pelanggaran-pelanggaran
tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan gaetigian posisinya.

Hadist Nabi SAW, Rasulullah Bersabda :

A j e J e oSS o)) SIS

! pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, nefmfanesia adalah negara hokum, ini
menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta dieajaanat negara, bahwa negara Indonesia
adalah dan harus merupakan negara hukum
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Artinya : “Kalian adalah Pemimpin dan kalian akan indntai
pertanggungjawaban atas kepemimpinan kaliagd’R Bukhori
dari Ibnu Umar.

Hadist diatas menjelaskan tentang pertanggungjawalsaorang
pemimpin terhadap rakyatnya, bila mana pemimpidajest kekeliruan rakyat
wajib mengingatkan bahkan membolehkan untuk menuagar berhenti dari
jabatannya.

Mekanisme pemberhentian presiden yang disebut déimgpeachment”
memiliki banyak alur yang cukup rumit karena banysdpengaruh dengan
model sistem pemerintahan di Indonesia, hingga lgeakan membagi pokok-
pokok sebagai berikut, yang kemudian juga diarsabsirdasar pemikiran hukum
Islam, dalam hal ini adalah pemikiran imam Al-Madiar
1. Landasan Hukum Konstitusi Pemberhentian Presiden di Indonesia

dalam Bingkai Pemikian Al-M awar di
a. Sistem Pemerintahan Indonesia
Pemberhentian presiden dan wakil presiden yangurdidalam
konstitusi Indonesia, merupakan hal yang pentinglkdasial dalam suatu
sistem ketatanegaraan suatu negara. Sebagaimamanpiih semua
negara-negara demokratis dalam ketentimpeachmentdiatur secara
jelas dan tegas dalam konstitusi.
Kemudian dalam ketentuan konstitusi dan perundaugiugan

sebagai sistem pemerintahan presidensial tentungmbgrhentian
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presiden tidak mudah untuk dilakukan. Karena bereknerintahan
presidensial menghendaki pemerintahan yang st@alam hal ini perlu
kiranya untuk membahas mengenai konsep dalam raRRoke Of Law
(Anglo Saxon) dimana Indonesia menganut asas ned@aieum
(Rechtsstaaf.

Sebagaimana dikutip dala@olumbia Law Reviewnengenai unsur-
unsur yang terdapat dalaRule Of Law adalah Pertama, Supremasi
Hukum @Supremacy Of Law Kedua, persamaan di depan hukum
(equality before the lay Ketiga, konstitusi yang berdasar pada ha-hak
asasi manusiagnstitutions based on human right

Syarat-syarat pemerintahan demokrasi dibawah kongdepf law
adalah Pertama perlindungan konstitusional.Kedug kekuasaan
kehakiman bebas dan tidak memih&etiga pemilihan umum yang
bebas.Keempat kebebasan menyatakan pendapalima kebebasan
berserikat dan beroposisieenam pendidikan kewarganegara@an.

b. Sistem Pemerintahan Islam (Al-Mawardi)

2 pandangan mengenai Rechtsstaat merupakan perlskapandangan imanuel kant, lihat
Padmo Wahjond?embangunan Hukum di Indonesfdakarta : Ind-Hill Co, 1989) h. 30

 Menurut Richard H. Fallon, Jr., sebenarnya tiddé pengertian yang pasti tentang Rule of
Law ini. Richard H. Fallon, JrThe Rule of Law as a Concept in Constitutional digrse”dalam
Columbia Law Review, Volume 97, N0.1,1997,h.1-2

* The Dynamic Aspects of the Rule Of Law in the Mod&ge, (Bangkok : International
Commission of Jurist, 1965), h. 39-45. Lihat jugan®wno Yudho, Mekanisme Impeachment &
Hukum acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta : PusatlRe& Pengakajian Sekjend Kepanitraan
Mahkamah Konstitusi RI, 2005) h. 12
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Sebagaimana pendapat Imam Mawardi tentang asahyautgebuah
negara, negara terbentuk atas kebutuhan umat raagasg semakin
komplek. Negara yang merupakan satu-satunya alatukun
mengimplementasikan kehendak rakyat dan sebagajgpati fungsi
kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunéi’i SYlaarif
menyebutkan bahwa tujuan akhir sebuah negara ialahciptakan
kebahagiaan bagi rakyatny®@upum Publicum, Common Good atau
Common We)l°

Al-Mawardi menambahkan bahwasanya hukum mendiriiegara
berdasarkan pada ijma’ ulama, adafanZhu kifayah Pandangannya
didasarkan pada kenyataan sejarah alléfa’ al-Rasyidun dan khiiah-
khalifah setelah mereka. Pandangan ini sejalan dengmiahkayang
menyatakarMa La Yatimmu Al-Wajib IE Bihi, Fahuwa Wajib(suatu
kewajiban tidak sempurna kecuali melalui alat &anana, maka alat atau
sarana itu juga hukumnya wajib). Artinya menciptakian memelihara
kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untulciptanya
kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka hukundimken negara
juga wajib fardhu kifayal).

Kemudian, analogi yang dapat digunakan untuk manhget

bagaimana sistem pemerintah&hbasiyah(semasa Mawardi) perlu di

® Ahmad Syafii Ma'arif, Al Qur'an,Realitas Sosial dan Limbo Sejarah (sebuah refleksi)
Bandung : Pustaka, 1985, h. 65
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telisik lebih jauh. Karena perkembangan saat ittsanpemerintahan
Abbasiyah mengunakan sistefederasi (otonomi daerah ; semasa
Mawardi) namun dari pemikiran Mawardi tentang kgnkentrak sosial
untuk membentuk suatu negdsestem pemerintahannaka secara tidak
langsung Mawardi mengemukakan sebuah sistem desioHdanana
sistem tersebut yang salah satunya menganut fahaas Politica
(pembagian sistem antara eksekutif dan pengawagisldtif). Karena
adanya kekuasaanalzfah namun juga terdapat pengawasan secara tidak
langsung dariAhlul Halli Wal Aqdi karena sistem pengangkatan
pemimpin berdasar salah satunya dengan lembagébters

Hal ini sistem konstitusi dalam islam banyak mehutentang
konstitusi piagam madinah namun sifat dari konstihanya merupakan
suatuanatomy of a power reationshigang dapat dirubah atau diganti

kalaupower relationshiptu sudah berubah.
Lads g laga galle é.e”.gesd\

Artinya : “Hukum Berputar bersama lllat Hukum, adan tidak

adanya hukum tergantung atas ada dan tidak adietylatikum™

c. Chek and balancing sistem

® Abdul Qadir DjaelaniNegara Ideal Menurut Konsep Isla@Burabaya : PT Bina llmu, 1995),
h.120

’ Diambil dalam goidah Ibnu Qoyim al-Jauzi lihat AaRuli, Figih Siyasat (Jakarta : Fajar
Interpratama, 2003), cet. Ke-1, h.73-74
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Sebagai negara yang berasaskan trias politika, yarmigya
pemisahan kekuasaan untuk kemakmuran bersama. &Karemujuk
adanya kemungkinan munculnya negara dengan koafgupolitik
totaliter.

Dengan adanya sistem tersebut kemungkinan untulgmretari
adanya sistem totalitarianisme dapat dicegah. r8Bistmi yang
mengemukakan adanya lembaga eksekutif, legislatif yldikatif. dari
ketiga cabang lembaga tersebut memiliki kewenarygag berbeda dan
saling mengawasi. Sejalan dengan pmikiran al-Mawandski seorang
kepala negara juda menjadi kepala politik namurardahal ini ketika
seorang kepala negara melakukan perbuatan-perbyatgrbertentangan
dengan konstitusi hukum islam maka, seorang kapagara boleh unutk
di copot dari jabatannya. Hal itu membuktikan bahaga chek and
balancing sistenantar keduanya.

2. Analisis pemberhentian presden dan wakil presiden di tinjau dengan
figih siyasah

Patut diakui bahwa gagasan-gagasan al-Mawardi dalaah politik

yang dituangkan dalam beberapa karyanya, terutataandkitabAl-Aszkam

al-Sukhaniyah sebagai landasan teotritis telah mencapai puncedtgsi. la
telah mengilhami dan memberikan insrpirasi padanatgemikiran para
tokoh dan pakar politik baik di dunia muslim maupdunia barat, baik

dalam dunia akademik maupun politik praktis padzegasi sesudahnya. Hal

73



ini dapat dilihat dari beberapa bab yang telah pempaparkan sebelumnya
yang merupakan bagian kecil dari teori politik Masa Mawardi telah

memenuhi kebutuhan sosial politik umat Islam yangngalami ketidak

pastian dalam wilayah tatanegara yang meliputesispemerintahan dan
administrasi negara. Mawardi telah memberikan wabaau terhadap
paradigma politik Islam yang mengalami kemunduran kehancuran. Ide-
ide politik Mawardi memberikan pencerahan sekalimativasi para tokoh
dunia Islam baik pada abad pertengahan maupun gizath komtemporer
untuk membangkitkan kembali kejayaan pemerintahatam setelah
mengalami dekadensi/ kemerosotan di segala dirkehgiupan.

Imam Al-Mawardi menjelaskan didalam kital\l-Azkam al-
Sukhaniyah bahwasanya seorang kepala negara dapat digantikdn
berhentikan dari jabatannya terdapat dua alasdmi yaPertama Karena
Meninggal dunia/ wafatkedug karena diberhentikan dari jabatannya. Hal
ini juga sama ketika Undang-Undang Dasar 1945 ntandgantang poin
pertama yakni karena meninggal dunia, sebagainehahg dalam pasal 8
UUD 1945 “Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikanawattidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabataniaydigantikan oleh
Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”

Pemberhentian kepala negara dari jabatannya memuam Al-
Mawardi yaitu ketika kepala negara telah keluarn @ampetensi sebagai

kepala negara, yang dimaksud keluar dari kompetehsini adalah
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pemimpin telah melakukan perbuatan yang merugikagara/ rusaknya
kridibilitas kepala negara dan terjadinya ketidakgkapan pada anggota
tubuh. Hal yang sama yang sejalan dengan konsep wéatur dalam
konstitusi negara republik Indonesia juga meng&tutang alasan-alasan
diberhentikannya presiden dan/ wakil presiden.
a. Alasan-Alasan Pemberhentian Presiden
Alsan-alasan pemberhentian presiden dalam konstita®nesia
yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 7A memiliki peraan dan
perbedaan antara pemikiran imam Al-Mawardi, untakiH jelasnya

dapat dilihat dalam tabel berikut :

Alasan Kepala Negara di Turunkan dari Jabatannya

KONSEP UNDANG-UNDANG

PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI DASAR 1945 PASAL 7A
a). Kredibilitas Rusak a). Penghianatan Terhadap
Negara

rusaknya kredibilitas seorang
kepala negara berkaitan
dengan perbuatan (tindakan
tercela) dikarenakan
rusaknya akidah seorang
pemimpin

b). Korupsi dan Penyuapan

c). Melakukan Tindak Pidana
Berat Lainnya

b). Terjadi Ketidak Lengkapan d): Ferbuatan liancela

Anggota Tubuh e). Tidak Lagi Memenuhi Syarat

Sebagai Presiden & Wakil

c) Kekurangan dalam Melakukan Presiden

Gerakan (Tertawan)

Secara sekilas memang konsep yang ditawarkan debastitusi
Indonesia lebih jelas poin-poinnya walapun masinyb& yang harus

dijelaskan didalamnya, begitupula konsep yang ditkan dalam
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pemikiran Mawardi yang hanya 3 pokok poin, namumipghasannya
sangat menyeluruh.

Seperti yang telah penulis paparkan dalam bab w®ipgh dari
alasan-alasan pemimpin yang dapat diberhentikancanghkup begitu
banyak poin. Ketika konsep yang ditawarkan Mawdieksplorasi lebih
jauh, yakni : melanggar syariat, melanggar korstitMelanggar hukum,
menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indeu airgan-organ
tubuh lainnya, kehilangan wibawa dan kebebasamnbei karena telah
dikuasai oleh orang-orang terdekatnya, tertawam oheisuh, menjadi
fasik atau jatuh kedalam kecenderungan syahwatsdfpegkuhan),
mengganti kelamin, menderita sakit gila atau cavatderita sakit keras
yang tidak lagi ada harapan sembuh, murtad dami¢keluar dari agama
Islam). Adapun kesamaan dan perbedaan antara lain :

a) Persamaan
Secara prinsip memang banyak persamaan antara fy@dua

mulai dari poin a dan b yang ditawarkan Mawardiaduchencangkup
seluruh poin yang terdapat dalam konstitusi Indiandsarena pokok
yang ditawarkan marwardi bisa bersifat multi, amin poin

penghianatan terhadap negara, korupsi, penyudpdaktpidana berat
lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti titkk memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiderahsudbpat

ditafsirkan dalam poin kridibilitas rusak. Karenalam bab I
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menerangkan aspek kridibilitas rusak mampu menjand&bih jauh
tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan debrang
pemimpin.
b) Perbedaan
Perbedaan yang mencolok terdapat pada poin ¢ yang
dikemukakan Mawardi, yakni : kekurangan dalam metak gerakan
memiliki dua pengertian yaitu : Tertawan oleh muslan kehilangan
wibawa (kebebasan bertindak karena telah dikudshi @rang-orang
terdekatnya). Hal ini menyebutkan ketika seorangsipen dirasa
dapat dikuasai oleh orang-orang terdekatnya ma&a alenimbulkan
keputusan yang dipengaruhi dari kepentingan-kepgati kelompok.
dalam konstitusi Indonesia memang kepala negardatadepenuhnya
menjadi pemimpin kebijakan namun tidak menutup kegkinan
seorang kepala negara juga dapat dijadikan bonagadekelompok
yang berkepentingan.
b. Lembaga-L embaga yang Berwenang
Dalam kitab Al-Ahkam al-Suthaniyah imam Mawardi memang
membagi membagi beberapa lembaga, namun lembaga ddalah
lembaga yang diperuntukkan untuk membantu jalanpgmerintahan
yang di pimpim seorang pemimpin. Yakni lembadpul halli wal aqdi,

tafwidh (mentri), @di (hakim), Maghalim (lembaga khusus untuk
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peristiva dzalim dan berbeda dengan ghadhi), PdHsajurit militer,
gubernur, pemimpin jihadliwan (administrasi negara) dan imam shalat.

Dari beberapa lembaga yang dibentuk oleh imam Mawgng
dapat dijadikan lembaga yang berwenang dalam pdmabgan kepala
negara adalakahlul halli wal aqdi dan lembaga mahalim, karena
wewenang yang diberikan oleh keduanya bersifatudus

Terdapat usulan lain dari beberapa ulama mengee&amsme
pemberhentian kepala negara. Abdullah Moten menkgisiBerdasakan
prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam al-Quan as-Sunnah, para
pemikir politik mengajukan tiga lembaga yang pumtaritas untuk
melakukan pemakzulan kepala Negara Islam, yaitRidan al-Nadhar
wa al-Madhalim(dewan pengawas) yang biasa menangani kasus-kasus
kegagalan keadilan dan tindakan-tindakan tirangyditakukan para elite
penguasa termasuk kepala Negarak-&jih atau dewan pimpinan yang
terdiri dari fugaha, dan ajelis al-Shura(Majelis Permusyawaratan/ahl
halli wa al-aqdi).
Proses Pember hentian Presiden

Secara mekanisme pemberhentian presiden dalam itkengdi
Indonesia memang sudah lebih teratur antara hakwsavenang, dan
keputusannya juga memiliki dua kekuatan, yakni ket politik dan
kekuatan hukum. Mekanisme yang kosntitusi di Indanéerawal dari

usulan dari dewan perwakilan rakyat yang kemudianlam tersebut
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diserahkan kepada mahkamah konstitusi untuk digatuapakah usulan
tersebut diterima atau tidak, jika diterima makalais tersebut dapat

dilanjutkan untuk persidangan di tingkat majlisrpasyawaratan rakyat.

Proses Impeachment di Indonesia

Pendpat . | Mahkamah Konstitusi |
Dewan Perwakilan C| Memutus Pendapat o Sidang MPR
Rakyat DPR

Proses Politik ‘ Proses Hukum ’ Proses Politik ‘

Berbeda ketika konsep yang ditawarkan Mawardi, &prgrsebut
memang tidak dijelaskan mekanismenya. Namun dapgatdianalogikan
ketika lembagahlul halli wal aqdi dipercaya untuk melakukan proses
pemilihan kepala negara tidak menutup kemungkingaghlul halli wal
aqgdi juga dapat mengusulkan untuk melakukan pembedretgrhadap
kepala negara.

Terdapat juga satu lembaga yang menangani tentasglah zalim,
lembaga ini juga berwenang untuk menyelesaikanks&tagzalim yang
tentunya berbeda denggadhi mahkamah zalim ini merupakan lembaga
khusus yang dibuat untuk menyelesaikan sengket®léanmengusulkan
sengketa zalim kepada gadhi. Untuk itu mahkamahmzalapat
dianalogikan sebagai lembaga pengawas untuk melkgasadanya
kezaliman dan tidak menutup kemungkinan juga untodéngawasi
pelaksanaan pemerintahan pada waktu itu, yang kemudapat

diusulkan kepadahlul halli wal aqdi.
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B. Implementasi/ Efektifitas Hukum Pemberhentian Presiden dan Wakil
Presiden di Indonesia
1. Pemberhentian Presiden Sesuai Hukum Konstitus Tidak Sepenuhnya
Aspek Politik
Jody c. Baumgartner mengemukakan, paling tidak lada faktor
yang mengakibatkan muncul dan berhasilnya usahaalgeian® Kelima
faktor tersebut adalah Pertama ketentuan konstitusi dan perundang-
undangan. Kedug Keseimbangan kekuasaan antara berbagai cabang
kekuasaan. Ketiga, Struktur partai politik. Keempat Popularitas presiden
sebelum tuduhan pelanggaran atas kesalahan bértpréaiden.Kelima,
Faktor-faktor lain termasuk media massa, kondiginekni, dan tekanan
internasional.
a. Ketentuan Konstitusi Perundang-undangan
Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, negarg jarasaskan
pada sistem pemerintahan presidensial tentunya adigap presiden
sebagai lembaga yang tidak mudah untuk di makzulkamun dalam

ketentuan konstitusi di Indonesia dan banyak negacalern yang

8 Jodi c. BaumgartnerPrecidential Impeachment in Comparative PersepektRreager,
Westport, CT 2003, h. 71 buku juga dapat di undehsivpdf di http://onlinelibrary.wiley.con)/
Political Science Quarterly, Volume 119, Issuedygs 355-357, Summer 2004.

lihat juga Hamdan Zoelvalmpeachment Presiden Alasantindak Pidana Pembedrent
Presiden Menut Uud 1943akatra: Konpress 1014. h. 83
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menganut sistem demokrasi didalamnya memiliki Ketem dalam
konstitusi untuk membuat alasan dan prosedur pemekpresiden.

Sistem pemerintahan presidensial pada umumnya nrgonakan
alasan pelanggaran tindak pidana sebagai alasaakpelan. sehingga
untuk memakzulkan seorang presiden harus memiliisaa-alasan
hukum yang tepat disertai pembuktian yang hampitasdengan proses
peradilan tindak pidana lainnya.

Berbeda ketika sistem pemerintahan parlementer, gasen
supremasi parlemen lebih mengutamakan mekanisme
pertanggungjawaban politik untuk memakzulkan pessidNamun di
Indonesia menganut sistem semi presidensial, kaw@sek untuk
pemberhentian presiden memiliki dua aspek pertamgjgwaban. Yakni
aspek pertanggungjawaban secara politik dan peteggawaban
hukum. Pertanggungjawaban politik yang dilihat dagkanisme yang
ada adalah pada ranah perpolitikan di Dewan Pelavalkakyat dan
selanjutnya aspek final pada Majlis Permusyawar&®akyat. Aspek
pertanggungjawaban lain ada pada pertanggungjawihdak pidana,
disini adalah dimana seorang presiden akan sulitkuimakzulkan.

. Perimbangan Kekuasaan

Perimbangan kekuasaan merupakan hubungan dan ustrukt

kekuasaan antar berbagai lembaga kekuasaan nemagadiatur dalam

konstitusi. Dalam hubungan pemakzulan, bentuk hgaanantara
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Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang nieérkéiwvenangan
melakukan pemakzulan sangat menentukan. Dalamnhakadudukan
presiden lebih kuat dibanding dengan dewan peramakdkyat maka sulit
untuk memakzulkan presiden. Misalnya keterbatasawemang untuk
menginvestigasi presiden yang kemudian menjadikamakin sulit untuk
adanya pemakzulan, sebaliknya jika wewenang untuiddakukan
pengawasan dan investigasi presiden lebih terbMi&a, kemungkinan
untuk memakzulkan presiden semakin tinggi. Disaggin, terdapat
keterlibatan lembaga peradilan dalam proses pertakzgang sangat

menentukan berlangsungnya pemakzulan.

. Struktur Partai Politk

Proses pemakzulan presiden juga sangat terkaitadesigtem dan
struktur politik disuatu negara, karena pemakzytaesiden tentunya
melibatkan pada anggota partai politik yang dudidntbaga perwakilan.
Fokus perhatian mengena partai politik dapat tatrlipada beberapa
aspek, antara lain : sistim partai yang dianut rikingingle partai atau
multi partai, tingkat kedisiplinan partai dalam ges pengambilan
keputusan, keterkaitan presiden dengan partanterte

Dapat dicontohkan ketika suatu negara memiliki dagetai yang
mapan (amerika contohnya), maka pemakzulan predel@h mudah

diprediksi karena lebih jelas arah politik yangcegmin dalam anggota
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yang terdapat di legislatif. Seperti Indonesia yaegarang ini (masa
jokowidodo) walapun bersifat multi partai namunashal perkembangan
politik berkumpul dalam dua kubu yang memiliki Kekan olitik
berbeda, yakni koalisi merah putih dan koalisi Imekia hebat.

Namun jika seorang presiden dipilih tanpa ikatarmiéd pada
suatu partai politik, kemungkinan timbulnya progesmakzulan pada
presiden lebih mudah terjadi karena adanya unsuperkengan
didalamnya. Jika mayoritas anggota legislatif meifptkan suatu
jumlah yang cukup dari kohesifitas artai politikalal pemungutan suara
untuk memakzulkan presiden, juga menjadi tidak ragetkan jika
pemakzulan sangat berhasil. Namun jika sebalikrp@siden dan
mayoritas anggota legislatif dari partai politikngasama dengan disiplin
partai yang baik, secara teoritis lebih sukar memlidan presiden
dengan skandal yang sama.

. Popularitas Presiden

Popularitas presiden menjadi faktor penting yangpdregaruh
dalam pemakzulan presiden, lebih sulit memakzulpaesiden yang
memiliki popularitas tinggi dibanding dengan presid dengan
popularitas rendah. Popularitas rendah presideatdagrakibat seorang
presiden tunduk pada investigasi formal, dan hald&apat mengubah
opini publik bahwa investigasi yang sedang berlangsmenjadi lebih

intensif.
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Dengan demikian walapun tingkat popularitas presidebelum
adanya upaya pemakzulan tidak menjadi indikatoukumhenentukan
nasib presiden, namun hal itu menjadi pertimbangearg berpengaruh
pada pilihan politisi dan hakim yang memutuskan geralan.

e. Faktor Lain

Faktor-faktor lain dalam hal ini mencangkup kebabasnedia
dengan norma-norma profesional berorientasi pddaljsme investigasi,
dalam kaitan ini semua diperlakukan sama (sebagaioh amerika),
laporan atas kesalahan presiden lebih mungkinndifvamasikan pada
skandal politik dibanding negara yang para junadisya terancam, atau
sebaliknya disensor oleh otoritas negara atau noomaa jurnalistik
yang tidak menekankan pada jurnalisme investigatif.

Kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan dapat Kiesah
buruknya kepercayaan rakyat terhadap pemerintaiag i pimpin dan
mengakibatkan keinginan rakyat untuk mendukung yalanpaya
pemakzulan. Khususnya jika rakyat merasa bahwaiderdah yang
bertanggungjawab atas kondisi tersebut, sepertontbbkan ketika
Indonesia mengalami krisis moneter pada 1992-19%&t situ
tanggungjawab presiden seharto dipertanyakan rakgatg kemudian
berakibatkan reformasi yang sekaligus adanya pgagapresiden.

Dari kelima faktor tersebut jelas-jelas dapt disitkpn bahwa kondisi

yang paling kuat untuk adanya alasan untuk pemakzptesiden adalah
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adanya kondisi konstitusi yang mengatur. Di Indenggengaturan dalam
konstitusi tentang pemakzulan presiden diatur leili ketika merujuk
pada sejarah konstitusi tentang pemakzulan presgiaen berakibat dampak
kondisi negara yang tidak stabil, maka dari ituakegmandemen ke IlI
undang-undang dasar secara resmi konstitusi Indomeengatur adanya
pemberhentian presiden.
2. Pemberhentian Presiden dalam bingkai sistem Presidensial di Indonesia

Sistem presidensial dibentuk untuk membangun petaéan yang
efektif dan efisien. Secara teoritis sistem prasdd diambil merujuk pada
situasi dimana lembaga eksekutif dapat mewujudkarsgs pelaksanaan
kebijakan tanpa hambatan dari lembaga legislaidte® presidensial di
Indonesia secara teknis memiliki landasan yang kaegna presiden dipilih
langsung oleh rakyat dan bukan mandataris parleaten MPR. Sistem
presidensial juga memberi peluang bagi presiderukumhelaksanakan
kebijakan tanpa harus terganggu oleh dinamikalkdis

Namun tetap ada permasalahan yang muncul darisistesidensial
tersebut. Sistem presidensial mensyaratkan presidelkung oleh mayoriats
sederhana parlemen, sebaliknya jika presiden drykleh minoritas maka
impeachment sangat mungkin terjadi. Sistem presidermemuat bukan
hanya proses check and balances namun juga peatetnyang efektif dan
efisien. Oleh karena itu memahami sistem presidensin tidak dapat

dilepaskan dari dinamika politik negara itu sendiri
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Sistem presidensial meskipun secara teoritis mampoanggulangi
permasalahan-permasalahan berupa hambatan yangplbdeai dinamika
politik parlemen dengan asumsi meminimalisir inpsiudan distorsi dalam
pelaksanaan kebijakan, sistem ini memiliki kelenmatgari kosekuensi
kekuatannya sendiri. dengan adanya kosekuensi kdgerpisahan antara
lembaga presiden sebagai lembaga eksekutif dengstitusi parlemen
memungkinkan potensi terjadinya legitimasi demogrganda dalam relasi
eksekutif dan legislatif.

Sistem yang kaku pada sistem presidensial membasidpn terpilih
dengan suara mayoritas mutlak berpotensi mengabaikara parlemen dan
mendorong munculnya kekuasaan otoritarian. Kenmuplgalemen yang juga
memiliki legitimasi rakyat berpotensi menghambabijekan yang berujung
pada ketidak stabilan politik.

Di Indonesia, dari gejala tersebut dapat dibilaa@hit muncul ke
permukaan dimulai dengan proses pengajuan hak tandke isu
impeachmentyang dilakukan oleh beberapa partai di Dewan Pdlava
Rakyat. Berlakunya sistem multipartai di Indonesjaga semakin
memperkeruh suasana sistem presidensial. Sisteitik polltipartai yang
dipadu dengan sistem presidensial memungkinkaradiesja presiden
minoritas atau presiden dengan basis minoritasrldipan. Terpilihnya
presiden minoritas memungkinkan terjadinya banyakmasalahan dalam

proses pemerintahan. Sistem multipartai menghasilgarlemen yang
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fragmentatif (terpecah/terbagi-bagi) dan rentanflégndampak dari situasi
ini seringkali berujung pada kebuntuan politik yaditatari oleh buruknya
hubungan antara presiden dan parlemen.

Ketidak stabilan parlemen dalam sistem multipab@ikonsekuensi
langsung pada presiden. Seperti yang dijelaskara pzaparan diatas,
presiden dalam kondisi sistem presidensial yanggameut sistem multipartai
memiliki kecenderungan memakai koalisi untuk menghemkan stabilitas
pemerintahan sehingga dinamika koalisi sangat bggreh pada kinerja
lembaga kepresidenan. Selain itu karena salahcsauuntuk menghindari
proses impeachmentadalah walkout presiden sangat bergantung pada
kebulatan suara dan dukungan dari partai penguyangrgar dapat
mempertahankan kelangsungan pemerintahan tanpa rndiwaoleh
impeachment.

. Analisis Implementasi / Efektifitas terhadap pemberhentian presiden
dalam pasal 7a UUD 1945 di tinjau dengan figih siyasah

Implementashukumdalam segi alasan-alasan pemberhentian presiden
dan wakil presiden teori yang di gunakan imam mdwdapat memberikan
inspirasi baru untuk sistem ketatanegaraan Indangsni mengenai dalam
keadaan presiden tidak dapat melakukan gerakatavi@n dengan kerabat
atau orang-orang terdekat) sehingga presiden ddjpdtkan sebagai boneka

politik. Untuk itu dalam sistem ketatanegaraan hekia masih perlu untuk
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dijelaskan dalam pasal agar sistem yang digunakatinya tidak menjadi
bumerang bagi negara.

Kemudian dalam segi mekanisme yang diatur tentusiggem di
Indonesia memiliki efektifitas hukum lebih stabietlka di sandingkan
dengan pemikiran imam mawardi. Sebab, konstitusionesia lebih
mengatur adanya kestabilan politik dengan adanysamaaktu yang telah

diatur didalamnya.
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